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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah bagian dari salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran 

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, 

dan sosial secara seimbang.Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus 

pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana 

pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, 

tidak terkecuali Indonesia.1 

Sebagai generasi penerus bangsa, perlu adanya perlindungan terhadap anak 

yang dilakukan dengan setara atau seimbang, karena perlindungan terhadap anak 

harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan masyarakat, agar di masa mendatang 

anak dapat berpartisipasi dalam rangka pembangunan negara Indonesia secara lebih 

baik. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak 

sendiri dan kriteria norma tersendiri, dengan kepribadian yang dimiliki secara 

keseluruhan berbeda-beda sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan 

tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. 

Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan 

                                                           
1Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 1. 
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dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan 

usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.2 

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan 

sangat strategis sebagai succesor suatu bangsa.Dalam konteks Indonesia, anak adalah 

penerus cita-cita perjuangan bangsa.Peran strategis ini telah di sadari oleh masyarakat 

internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi 

sebagai mahluk manusia yang harus yang mendapatkan perlindungan atas hak-hak 

yang dimilikinya. 3 Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari segi pembinaan 

generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian dari pembangunan 

nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, 

yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) dalam pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.4 

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti 

bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga 

anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang 

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, 

jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak-anak Indonesia akan 

                                                           
2Wagiati Soetodjo, 2006,Hukum Pidana Anak , Refika Aditama,  Bandung, hlm. 2. 
3Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 

di Kota Palembang, dalam jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari  hlm. 24. 
4Wagiati Soetodjo, Op. Cit, hlm.62 
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berkembang menjadi orang dewasa indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk 

mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut diatas.5 

Pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan bagi 

anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukan 

adanya kecenderungan besifat merugikan perkembangan jiwa, saat ini mayoritas anak 

yang berhadapan dengan hukum, terutama yang di bawa ke sistem peradilan pidana, 

hak-hak mereka yang di jamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang 

tidak terpenuhi bahkan diabaikan begitu saja. anak tetaplah anak dengan segala 

ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih 

sayang dari orang dewasa sekitarnya.6 

Anak mempunyai berbagai hak yang harus di implementasikan dalam 

kehidupan dan penghidupan mereka.Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan 

pengaturan yang jelas dan konprehensif tentang perlindungan anak yang pada 

pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal serta memperoleh 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.7 

 

                                                           
5Ibid. 
6Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 74 
7Ibid.. 
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Kenakalan anak diambil dari istilah juvenile deliquency,tetapi kenakalan anak 

ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. Istilah juvenile 

deliquency,  berasal dari  juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri 

karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja ; sedangkan 

deliquency artinya wrong doing, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas 

artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, 

penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Kartini kartono 

mengungkapkan bahwa kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit 

(patologi) secarsa sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu 

bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian 

tingkah laku yang menyimpang.8 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, meyatakan dalam Pasal 1 angka 2: anak yang berhadapan dengan 

hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 

pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan Pasal 1 angka 3 menyatakan: 

anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang di duga melakukan tindak pidana.9 

                                                           
8Nashriana, Op. Cit, hlm.25. 
9Menurut Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

meyatakan dalam Pasal 1 angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum. 
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Setiap pendapat  yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, 

menunjukan juvenile delinquency adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan 

yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai 

kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat anak bukan 

kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan pelaksanaan/eksekutif 

terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), penyebutan anak yang berada 

dalam lembaga pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai 

“Anak Didik Pemasyarakatan”. 

Tindakan si anak dalam lingkup juvenile delinuency yang kadang kala menjurus 

kepada pelanggaran ketertiban umum, tidak lalu diartikan sebagai kejahatan, tetapi 

kenakalan karena perilakunya tersebut timbul karena kondisi psikologis yang tidak 

seimbang, selain itu juga ia tidak sadar secara penuh akan perbuatannya itu. Salah 

satu tingkah laku yang menjurus kepada masalah juvenile delinquency yaitu perjudian 

dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses 

kriminalitas.10 

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah 

mempetaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan 

kebetulan, dengan tujuan mendapatkan jumlah uang atau harta semula. 11 Kartini 

Kartono mengartikan judi sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan 

                                                           
 10Nashriana,Op. Cit, hlm. 29-32 

11 Poerwadarminta, 2005,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, 

Jakarta.hlm.419. 
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satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan 

harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, 

perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti.12 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, 

memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, 

kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan 

kehidupan masyarakat,bangsa dan negara terutama anak-anak yang merupakan aset 

bangsa. Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 sedangkan 

diluar KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban 

Perjudian. Buku ke II KUHP menuliskan bahwa perjudian digolongkan sebagai 

tindak kejahatan. Dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP dipertegas 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang 

dalam Pasal 1 mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai kejahtan. Disini dapat 

dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 

1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk 

pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan sebutan  Pasal 542 KUHP, kemudian dengan 

adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian diubah 

menjadi Pasal 303 KUHP.13 

                                                           
12Kartini Kartono,2005, Patologi Sosial Jilid 1,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.hlm.56 
13Sofyan Lubis,2015,Tinjauan Hukum Tentang Judi. 

http://.Artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan/hukum-tentang-judi/diakses pada tanggal  22 september 

2017 pukul 14.25WIB 
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Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 hanya mengubah 

hukuman pada Pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-

tingginya 90 ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau 

dendak sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Didalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 

KUHP dan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP Memperberat ancaman hukuman bagi 

mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat 

menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)nya 

penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah di hukum penjara berjudi selama-

lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.14 

Banyak kasus tentang perjudian seperti beberapa kasus perjudian yang 

dilakukan oleh anak yang terjadi diwilaya pengadilan negeri Padang Sidimpuan yaitu 

pada perkara pidana dengan putusan No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp yang melibatkan 

terdakwa Erwin Juandi Ginting.Ia adalah anak yang ditangkap atas tuduhan 

melakukan tindak pidana tanpa hak memberikan kesempatan main judi kepada 

umum. Erwin Juandi Ginting dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 3 

(Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara karena 

melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam amar putusannya hakim 

menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (Tiga) bulan, menetapkan masa penahanan 

yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan selurunya dari pidana yang 

dijatuhkan.Pelaku terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

                                                           
14Ibid. 
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“Tanpa hakdengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk 

melakukan permainan judi”.15 

Selain contoh kasus diatas, tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak 

juga terjadi di wilaya pengadilan negeri Pasaman Barat yaitu pada perkara pidana 

dengan putusan No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb yang melibatkan Indra Rafi dan 

Rofi.Mereka  adalah anak yang ditangkap atas tuduhan ikut serta dalam permainan 

judi di jalan umum. Indra Rafi dan Rofi dituntut oleh jaksa penuntut umum masing-

masing selam 6 (Enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) tahun karena 

melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian J0 UU No.3 tahun 1997. Dalam amar putusannya hakim 

menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan dan masing-

masing terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak 

umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”.16 

Kasus diatas menunjukan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak. 

Dalam putusan No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/Pid.B/2014/PN.Psb  hakim 

memberikan hukuman penjara yang berbeda-bedah dan hakim meyakinkan dalam 

putusannya agar anak mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

                                                           
15 http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp Diakses 

pada tanggal 30 september 2017 pukul 23.33. 
16  http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb Diakses pada 

tanggal 30 september 2017 pukul 21.23 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan mengangkat pembahasan 

tersebut kedalam sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi yang berjudul“ 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana 

Perjudian (Studi Putusan No.127/Pid.sus.A/2014/ PN.Psp dan No.68/Pid.B/ 

2014/PN.Psb) ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji beberapa permasalahan untuk skripsi ini adalah: 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan 

No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/ Pid.B/ 2014/PN.Psb ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana perjudian dalam putusan No.127/Pid.sus A/2014/PN.Psp dan 

No.68/ Pid.B/2014/PN.Psb. bila ditinjau dari tujuan pemidanaan terhadap 

anak ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian 

dalam putusan No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/ Pid.B/ 

2014/PN.Psb 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan No.127/Pid.sus 

A/2014/PN.Psp dan No.68/ Pid.B/2014/PN.Psb. bila ditinjau dari tujuan 

pemidanaan terhadap anak. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan 

bidang hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban terhadap 

tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak. 

2. Manfaat secara praktis 

Hasil penelitian dalam skripsi ini di harapkan dapat memberikan pedoman dan 

bahan rujukan kepada anak-anak,mahasiswa, dan masyarakatumumnya yang 
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ingin memperdalam pengetahuan mengenai pertanggungjawaban terhadap 

tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak. 

 

E. Ruang Lingkup  

Ruang Lingkup pada penulisan ini adalah masalah-masalah yang berhubungan 

dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 

perjudian yang dilakukan oleh anak serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak 

pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dalam putusan 

No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Penjatuhan Putusan 

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu :17 

1) Teori keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban. 

                                                           
17 Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, 

Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105. 
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2) Teori pendekatan intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan 

keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan 

melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. 

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih 

ditentukan oleh intuisi dari pengetahuan hakim. 

3) Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi 

dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan 

bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar 

intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskannya. 

4) Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman 

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari 

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan 

pelaku, korban dan masyarakat. 
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5) Teori Ratio decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara 

yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, seta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara. 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana 

adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya 

seseorang telah melakukan perbuatan pidana.Moeljanto mengatakan, orang tidak 

mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan 

perbuatan pidana.18 

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana, 

tergantung pada persoalannya, apakah dalam melakukan perbuatan itu 

mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan 

pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu ia akan dipidana. Tetapi, 

apabila ia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan 

yang dilarang dan tercela, tentu dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak 

dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si 

                                                           
18Moeljanto, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.155. 
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pembuat.Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama 

tergantung pada dilakukannya tindak pidana.19 

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang 

melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan 

sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi, sehingga yang harus 

diperhatikan adalah :20 

a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu 

b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. 

Dua hal ini yang harus diperhatikan, karena diantara keduanya terjalin erat 

satu dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan.Hal yang 

merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Mengenai keadaan batin seseorang melakukan tindak pidana, dalam ilmu 

hukum pidana merupakan persoalan yang lazim disebut dengan kemampuan 

bertanggungjawab, sedangkan mengenai hubungan antara batin dengan 

perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan 

pemaaf, sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau 

kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari 

kesalahan. Tiga unsure ini merupakan kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan.Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya 

kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu 

                                                           
19Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 

Jakarta, hlm.75. 
20Ibid, hlm.77 
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bertanggungjawab.Begitu juga tidak dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila 

orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan 

ataupun kealpaan.21 

Terdakwa dapat tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila 

perbuatannya itu tidaklah melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih 

dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian 

semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan 

pidana yang dilakukan.22 

Telah dikatakan diatas bahwa mengenai keadaan batin dari si terdakwa 

dalam hukum pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab, apakah yang 

menyebabkan maka hal ini merupakan suatu masalah. 

Hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa :23 

“Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidaklah dapat 

dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat 

atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang 

itu tidak dipidana”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, seseorang yang telah melakukan 

perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang 

disebutkan dalam Pasal tersebut tidak dapat dipidana. Orang yang tidak mampu  

                                                           
21Ibid, hlm.78. 
22Ibid, hlm.79. 
23Pasal 44 KUHP, Redaksi Bhafana Publishing, 2013,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bhafana Publishing, 

Yogyakarta, hlm.22 
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bertanggungjawab tentu saja tidak sepantasnya dianggap dapat berbuat seperti 

yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat. 

Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab 

itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :24 

a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya. 

b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam 

pergaulan masyarakat. 

c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan 

perbuatan. 

3. Teori Tujuan Pemidanaan 

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai 

pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa 

pemidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut 

menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. 

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus 

menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan 

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang 

Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip 

keadilan.25 

                                                           
24Roeslan Saleh.Op.Cit,hlm.81. 
25Muladi dan Barda ,2005,Teori-teori dan Kebijakan Pidana,Alumni,Bandung 
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Dr.Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan pidana 

atau pemberian pidana atau penghukuman.26 Ada beberapa teori yang berkaitan 

dengan tujuan pemidanaan yaitu : 

1) Teori Pembalasan atau Teori Absolut 

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang 

praktis, bahwa dasar pemidanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga 

kejahatan itu sendirilah yang mengadung unsur-unsur untuk dijatuhkanya 

pidana.Adapun  tujuan pemidanaan adalah membalas siapa yang melakukan 

kejahatan.27 

2) Teori Tujuan atau Teori Relatif 

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat 

digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang 

bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi 

dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan 

dunia tempat yang lebih baik.Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut 

teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est 

(karena orang membuat kesalahan) melakukan ne peccetur (supaya orang jangan 

melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.28 

                                                           
26Tolib Setiady,2010,Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia,Alfabeta,Bandung hlm.21. 
27Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 9. 
28Muladi dan Barda ,2005,Teori-teori dan Kebijakan Pidana,Alumni,Bandung hlm.24 
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Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan 

menjadi dua istilah, yaitu :29 

a. Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus. 

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi 

special ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi 

perbuatannya lagi.Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki 

terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai 

dengan harkat dan martabatnya. 

b. Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum. 

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh 

pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk 

menakut-nakuti.Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana 

adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada 

umumnya untuk tidak melakukuan tindak pidana. 

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya 

prevensi general yaitu :30 

1. Pengaruh Pencegahan. 

2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral. 

                                                           
29Ibid.hlm.26 
30Ibid,hlm.27 
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3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada 

hukum. 

3) Teori Gabungan 

Teori ini merupakan kombinasi atau gabungan dari teori pembalasan dan 

teori tujuan, teori ini menitikberatkan pada pembalasan, pertahanan tata tertib, 

dan memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.31 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sehingga penelitian bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten. Melalui proses penelitian 

tersebut akan diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan 

dan kemudian diolah.32 

1. Tipe Penelitian 

  Berdasarkan fokus penelitian maka penelitian ini tergolong dalam penelitian 

normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau sering disebut “penelitian 

kepustakaan”.33 

 

                                                           
31Ibid,hlm.27 
32 Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17. 
33 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Peneltian Hukum, Universitas Indonesia Press, 

Jakarta, hlm.51. 
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2. Pendekatan Penelitian  

  Dalam Penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan terdiri dari: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yaitu, pendekatan yang 

dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang 

berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.34 

b. Pendekatan Studi Kasus (Case  Study Approach) yaitu, pendekatan tentang 

berbagai macam sumber data yang dapat digunakan untuk meneliti, 

menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek Individu, 

kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis35 

3. Sumber Bahan Hukum 

 Data-data yang didapatkan dalam penulisan karya tulis ini berasal dari data 

sekunder berupa : 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang 

berhubungan dengan masalah yang di teliti, yaitu : 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

                                                           
34Ibid, hlm.95. 
35 Rahmat Kriyantono, 2006, Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, Kencana 

(Pranada media Group), Jakarta, hlm.45. 
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5. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 

7. putusan No.127/Pid.sus A/2014/PN.Psp dan 

No.68/Pid.B/2014/PN.Psb. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat 

para ahli hukum. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun  sekunder, meliputi kamus 

hukum, majalah dan jurnal ilmiah.36 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang 

diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan 

data dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang akan dipecahkan dan membaca dokumen-dokumen yang ada 

relevansinya. 

 

                                                           
36 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat,Rajawali Pers, Jakarta, hlm.14-15. 
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5. Analisis Bahan Hukum 

  Metode Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis normative kualitative yaitu bahan yang diperoleh akan dianalisis dengan 

pembahasan dan penjabaran dari hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada 

norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang 

disusun yang sesuai dengan tujuan penelitian.Penarikan kesimpulan dilakukan secara 

deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang 

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih 

khusus. 
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